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P E N E T A P A N
Nomor 426/Pdt.G/2019/PA.LK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah

menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Cerai  Talak

antara:

Pemohon,NIK 1307121001850002, tempat/ tanggal lahir: Baruah Gunuang, 05

April  1983,  agama  Islam,pendidikan  SD,pekerjaan Petani,

tempat  kediamandi  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  sebagai

Pemohon;

melawan:

Termohon,tempat/ tanggal lahir:  Baruah Gunuang, 01 Oktober 1987, Agama

Islam,  pendidikanSD,   pekerjaan Ibu  Rumah  Tangga,  tempat

kediamandi Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  4 Oktober

2019  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung  Pati

dengan  register  perkara  Nomor  426/Pdt.G/2019/PA.LK,  tanggal  4  Oktober

2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang sah menikah

pada tanggal  23  Desember  2007 di  rumah Wali  Hakim di  Jorong Tabek

Gadang,  Nagari  Baruah Gunuang,  Kecamatan Bukik  Barisan,  Kabupaten

Limapuluh Kota,  sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  Nomor: 014/14/I/2008

tanggal  02  Januari  2008,  yang  dikeluarkan  olehKantor  Urusan  Agama

Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
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2. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah

tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama

5 tahun,  setelah  itu  pindah ke rumah orang tua  Pemohon di  Kabupaten

Limapuluh  Kota,  dan  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan

Termohontelah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

2.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 2008;

2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2013;

3. Bahwa pada bulan Januari  tahun 2019,  rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon  tidak  menghargai  Pemohon  sebagai  suami

Termohon,yakniTermohon  seringkali  membantah  perkataan  Pemohon

dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon  lalai  terhadap  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang

isteri dan ibu rumah tangga, Termohon tidak pernah menyiapkan makan

dan minum serta Termohon tidak pernah menyiapkan segala keperluan

Pemohon;

3.3. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan

hati Pemohon;

4. Bahwa  Pemohon  sudah  menasehati  Termohon  untuk  merubah  sikap

Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi  terus-menerus,

sehingga sejak tanggal 30 September 2019 hingga sekarang kurang lebih 5

hari lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang karena

Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon,  serta selama itu

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  tersebut

mengakibatkan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak  ada

kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

rumah tangga, serta selama itu tidak pernah ada usaha damai;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

membina  rumah  tangga bersama  Termohonkarena  sering  terjadi
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perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  mungkin  disatukan  lagi,  maka

cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Tanjung  Pati c.q.  Majelis  Hakim  kiranya  berkenan

menerima,  memeriksa,  mengadili  permohonan  Pemohon  ini  dengan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Tanjung Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon

dan  Termohon  telah  datang  menghadap  di  persidangan.  Majelis  Hakim

kemudian  mendamaikan  serta  menasehati  Pemohon  dan  Termohon agar

kembali  rukun sebagai  suami isteri.  Setelah didamaikan dan dinasehati  oleh

Majelis  Hakim,  Pemohon secara  lisan  menyatakan  akan  mencabut

permohonanPemohon karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mengonfirmasikan kepada Termohon tentang

keinginan  Pemohon untuk  mencabut  permohonan  Pemohon.  Termohon

menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan permohonan tersebut; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup

menunjuk  kepada  berita  acara  sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo. Pasal49 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamajo.Pasal  1  huruf  (b)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon

berdomisili  di  Kecamatan  Bukik  Barisan,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota yang

merupakan  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Tanjung  Pati.  Oleh  karena  itu

permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.Dengan  demikian

perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang,  bahwa  pemanggilan  terhadap  Pemohon  dan  Termohon

untuk  datang  menghadap  di  persidangan  telah  dilaksanakan  oleh  Jurusita

Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg.,  jo. pasal 26 Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim

menilai  panggilan  tersebut  telah  dilaksanakan secara  resmi  dan  patut.  Atas

panggilan tersebut Pemohon  dan Termohon  telah datang menghadap secara

pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon

agar kembali rukun, sehinggaketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  jo.Pasal 39 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal  143 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  setelah  dinasehati  oleh  Majelis  Hakim,  Pemohon

secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonan Pemohon karena ingin

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan

permohonan  merupakan  hak  Pemohon  yang  tidak  memerlukan  persetujuan

Termohon dengan syarat dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban.

Majelis  Hakim  berpendapat,  pencabutan  permohonan   yang  dilakukan  oleh

Pemohon  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  271  Rv.,  sehingga  pencabutan

tersebut dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh

karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

426/Pdt.G/2019/PA.LK dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera  untuk  mencatat  pencabutan perkara  tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlahRp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah  ditetapkan  dalam musyawarah Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Tanjung  Pati  pada  hari  Rabu  tanggal  16  Oktober 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal  17 Shafar 1441 Hijriah oleh  Nursal, S.Ag., M.Sy.,

sebagai Ketua Majelis,  Muzakkir,  S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi  Hakim-hakim  Anggota,  dan  dibantu  oleh  Asmalinda,  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Ttd.

Muzakkir, S.H.

Ttd.

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asmalinda

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon  : Rp150.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon  : Rp  10.000,00

5. Biaya Panggilan Pertama Termohon  : Rp 150.000,00

6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon : Rp  10.000,00

7. Biaya Redaksi : Rp  10.000,00

8. Biaya Meterai : Rp   6.000,00

JUMLAH : Rp 416.000,00
(empat ratus enambelas ribu rupiah)
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